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PERATURAN BUPATI PURWORE.IO
NOMOR: IITAHUN 2O21

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN'-' -i,er,eironex 
oAN PERIANGGUNcJAwAEIAN SERTA MoNIToRING

OAN BVNWESi TiTEAi PNON OITES KESEHATAN KABUPATEN PURWORE.JO
-.^^. - ..-_OANI 

ENGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran
program' kegiatz dan- sriU tCgiatan Pemerintah
bae-rah pada-Dinas Kesehatal Kabupaten Purworejo'
Pemeriniah Daera-h dapat memberikan hibah dengan
memperhatikar asas keadilan, kepatutan'
rasionalitas' dan manlaat untLlk masyarakat serta
sesuai kemamPuan keuangan daerah;

b. ba-hwa untuk mewujudkar pengelolaan keuangan
daerah vang efisien, efektif, akuntabel' dan
transparan da.larn pemberian Hibsh sebagaimana
dimaisud pada huruf a, diperlukan pedoman dan
dasar hukum Yarg kuat dan jelas;

bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar
hukum dalam pemberian hibah sebagaimana
dimaksud da]am huruf b serta untuk melaksanakal
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 TaIun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelotaan Keuan-gan
Daerah, dipirlukan pengaturan pemberian hibah
oada Dinaj Kesehatan Kabupaten hlrworejo yang
iitetapkan dengan Pe raruran Bupali;

bahwa berdasarkaa pertimbaagan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetaDkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganilgaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungiawaban, serta Monitoring
dan Eva.luasi Hibah pada Dinas Kcschatan
Kabupaten Purworejo dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal t8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor t3 Tahun l95o tentang
Pembentukan Daerah-daera-h Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme rintaha-n Dae rah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
IJmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undalg Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keda (L€mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahart
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peratuian Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I€mbafan Neg€ra
Republik Indonesia Tahun 20tq Nomor 42 Tambahan
L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 TahrJlr
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangar
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah KabuPaten hrrworejo Nomor 15
Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(L€mbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2O2O
Nomor 15, Tambahan I€mbaran Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 15);

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adala_h Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan Negbra Kesatuan nepriUtifi
Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah pemerintah provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWAE}AN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWORE.IO DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KRTENTUAN UMUM

Pasal 1
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3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adatah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusal
pemerintahan yang menjadi kewenangar daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewar

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

7. Satuan Keda Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanalan urusan peme rintahan Daerah.

8. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut
Dinas Kesehatan adalah unsur Perangkat Daerah pada pemerintah
Daerah yang melaksana_kan urusan pemerintahan Daerah di bidang
kesehatan,

9. Hibah adala-h pemberial bantuan berupa uang, barang, atau jasa
dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan,/atau badan
dan lembaga, serta Orga::isasi Kemasyaralatan yang berbadan
hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidal<
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecua.li ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pengguna Anggaran, yang selarjutnya disingkat pA, adalah pejabat
pemegang kewenalgan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

l1.Kuasa Pengguna Anggaran, setanjutnya disingkat KpA, adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fuigsi
Dinas Kesehatar.

12. Pemohon ada.lah Pemerintah Pusat, badan dan lembaga, serta
Organi,sasi Kemasyarakatal yang berbadan hukum Indonesia yang
mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hibah kepadi
Pemerintah Daera.h.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera_h, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahuna! Daerah ya-ng
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yarg selanjutnya disingkat TAPD,
ldafah tjT yang bertugas menyiapkan dan mitatianatali tetijat<an
Bupati dalam rangka penlrusunan APBD.

15. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untul< melal<sana_karl
tugas Bendahara Umum Daerah.

16. Pejabat Penatausahaan Keuangal Satuar Kerja perangkat Daerai,yang- selanjutnya disingkat p?K-SKpD, adatah pEjabat yang
_ _ melaksanalan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Kesehatan.
17. Bendahara Pengeluaran adalai pejabtt ying ditunjuk menerima,menyimpar, membayarkan, menatausahakan, da.rr

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluar belanja daeral
dalam rangka pelaksanaar APBD pada Dina; Kesehatan.

I
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18. Re,ncana Kerja dan Anggaran SKpD, yang selanjutnya disingkat RKA_
SKPD, adalah dokumen perencanaan aan penlanggaran yLg berisi
program, kegiatar dan anggarart Dinas Kesihatan.--

19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berjsi I (satu)
atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oietr SXpO -atau masyarakatyang dikoordinasikan oleh pemerintal Daerah untuk mencapai
sasaran dan tqiuan pembangunan Daerah.

20. Kegiatar.adalah b_a4an dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu)atau beberapa SKpD sebagai bagian -dari pencapaian sasaran
terukur-pada suatu program dan teidiri dari sikumiulan tindakan
pengera_han sumber daya baik yang berupa personil atau sumber
daya manusla, barang modal termasuk pera.latan dan teknotogi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber dala
tersebatt, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran da.lam
bentuk barang/jasa.

21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uarg Daerah yang ditentukan oleh Bupati uniuk 

-mjnampung
seluruh penerimaan Daerah dar membayar seluruh pengelu-arai
Daerah pada bank yang ditetapkan.

22. Dokumen Pelaksanaal Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah,yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD, adalah dolumen yarrg
memuat pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan atau dokumeiyang_ memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Dinas
Kesehatar yang melaksanakan_ fungsi-bendahara'umum"daerah yang
digunakan sebagai dasa-r. petaksanaar anggaran oleh pengguna
anggaran,

23. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SpD, adalalooKumen yang menyatal(an tersedianya dana sebasai dasar
^ - penerbltan surat perrnintsajr pembayaral atas pela.ksanaan APBD.
24. Sul,aj Permintaan Pembayaran taniung, yang'setanlutnya disi.rgkatSPP-LS, adalah dokumen yang digunakan untuk mengajula_npermintaan pembayaran langsung kepada gendaham

r.engetuaran/penerima hak lainnya atas dasar pedanjian kerJ.a, surattugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya meLlui pinerbital
surat perintah membayar langsung.

25. Pembayaran - l€rgsung, yang setalrjutnya disebut LS, adalahpembayaran la.ngsung kepada Bendahara pengeluaral/penerima haklainnya. atas dasar perjanjian keia, surat iugas, dan/atau suratperintal kerja lainnya melalui penerbita_n surai perintah membayar
langsung.

26. Surat Perintah Membayar, yarg selanjutnya disingkat SpM, adalahdokumen yarg digunakar unruk penerbiran surat perintahpencairal dana atas Beban pengeluarar DPA-SKPD.
27. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjumya disebur SpM_LS,. adalah dokumen yang digunai<an- untut penerbitaa suratperintah pencairan dara atas beban pengeluaran fiee-Sf<eo rcp"aapihak ketiga.
28. Surat Perintah pencairan D11., y"rg selanjutnya disingkat Sp2D,adalah dokumen yalg digunakan seUa'gai aasar p."""i."ri-a"o" ut^"beban APBD.
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c tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung

penyelenggaraan Pemerinta-han Daerah sepanjang tida_k
tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran
Pendapatar dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan
peraturaII perundang-undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkarr
ketentuan peraturan perundarg-undangan;

3. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah da.tam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan
memenuhi persyaratan penerima Hibah.

d

e

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dima_ksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah
kerjanya berada dalam Daerah.

(2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan dan lembaga:
a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial

yang dibentuk berdasarkan peraturan perundalg-undangan,
seperti Palang Mera} Indonesia ;

b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki Surat Keterargan Terdaftar yang diterbitkan
oleh Menteri Dalam Negeri, Gubemur atau Bupati; atau

c. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat yaAg
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat, pemerintah
Proyinsi Jawa.Tengah da_n/ atau pemerintah Daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instarsi vertikal atau
kepala SKPD sesuai dengan kewena_ngannya.

(3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (l) huruf c,
dibenkar kepada Organisasi Kemasyarakatan yanB berbadan
hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yartg berbadan
hukum perkumpulan yarg telah mendapatkan pengesahan badan
hukum dari kementerian yarlg membidangi urusan hukum dan hak
asasi marusia sesuai peraturan perundang-undalgan.

Pasal 4
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29. Organisasi Kemasyaiakatan adala_h organisasi yarg didirikan dan
ditrentuk oleh anggota masyaiakat secara 

"ukaret^ berdasarkan
kesarnaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatandan tujuan untuk berpartisipasi da.tam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkal Parcasila.

30. Kelompok Masyarakat adalah kumpular anggota masyarakat yang
hidup bersama-sama dan saling berinteraksi untuk suatu tuluan
tertentu.

31. Naskah Perjanjiar Hibah Daerah, yang selaljutnya disingkat NPHD,
adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah Daerah
dengan penerima Hibah.

32.Tim Eva-luasi dan Verihkasi adalah tim yang dibentuk oteh kepala
Dinas Kesehatan untuk melakukal evaluasi dan verihkasi
permohonan untuk mendapatkan Hibah.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA PENERIMA HIBAH

Pasal 2

Hibah pada Dinas Kesehatan dari APBD diberikan dalam bentuk uarg,
barang, dan/atau jasa.

Pasal 3

(1) P.emerintah -Daerah dapat memb€rikan Hibah pada Dinas
Kes€hatan sebagaimana dimalsud dalam pasal 2 kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. badan da.rr lembaga; dan/atau
c. Organisasi Kemasyarakatan yarlg berbadal hukum Indonesia.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
setelah mem_prioritaskan pemenuhar behnja urusar i.*..irrt"fr.r,wajib dan belanja urusan pemerintahan pilii.ran.

(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukanuntuk menunjang pencapaiar sasaran program, keeiitan dan subKeglatar pemerlntah Daerah sesuai kepentingan -Daerah 
dalamrangta mendukung terselenggaranya- fun[si pemerintatran,

ry_lb-F"i1r, dan kemasyarakatan p;da Dina; xesJiraian aenganmemperhatrkan asas keadilar, kepatutan, rasionalitas, darl manfaatuntuk masyarakat.

(4) Pembenan Hibah..sebagaimana dimalsud pada ayat (l) memenuhi
Knrena patlng sedlklt:
a. penrnrukannya secara spesifik telal ditetapkan;b. bersifar tidak wajib, tidal mengrkat;

I I ,l a-- I
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Pasal 5

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan penerbitan dar
penandatangaJlan surat keteralgan terdaftar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat l2l huruf b kepada kepala Perangkat Daerah
terka.it yang membidangi pembinaan badan atau lembaga yang
bersangkutan.

(2) Dengan dilimpahkan penerbitan dan penandatanganan surat
keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
kepala Perangkat Daerah terkait yang membidangi pembinaan badan
atau lembaga yang bersangkutan menandatangani surat keterangan
terdaftar atas kewenangan jabatannya.

Pasal 6

Keputusan pengesahan/ penetapan terhadap pengakuan keberadaan
Kelompok Masyarakat sebagaimana dimalsud da]am Pasal 4 ayat (2)
huruf c diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/
atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait yang
membidangi pembinaan Kelompok Masyarakat yang bersangkutan
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan di Kabupaten Purworejoj
b. memiliki keterangan domisili dari kepala desa atau lurah setempat;
c. memiLiki dokumen pendirian, izin operasional, surat keterangan

terdaJtar atau keputusan pengesahan/penetapan sesuai dengan
peraturan perundang-undargar; dalr

d. berkedudukan datam wilayah Daerah atau berkedudukan di luar
wilayal Daerah untuk menunjang pencapaiaa sasaran prograrn
kegiatan darl sub kegiatan Dinas Kesehatan.

BAEI III

PERMOHONAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat, badan darr
Kemasyarakatan yang berbadan
mengajukan permohonal untuk
Pemerintah Daerah,

lembaga serta Orgalisasi
hukum Indonesia harus
mendapatkar Hibah dari

(2) Permohonan untuk mendapatlan Hibah sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.

I I , l)nt w- q
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(3) Permohonan seca.ra tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 12)
dibubuhi cap/ stempel dan ditardatangani oleh:
a. pimpinarl, ketua, kepala atau sebutan lain dari satuan keda

dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian bagi
permohonan Hibah yang diajukal oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 4 ayat (1);

b. pimpinan dan kepala kesekretariatan badan/lembaga atau
sebutar lain yarlg dipersamakan bagi permohonan Hibah yang
diajukan oleh badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2); dan

c. pimpinan dan kepala kesekretariatan Organisasi
Kemasya-rakatan atau sebutan tain yalg dipersamakan bagi
permohonan Hibah yang diajukan oleh Organisasi
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 4 ayat (3)

(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilengkapi dengan dokumen:
a. proposal, yang memuat paling sedikit:

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. rencana kegiatan dan/ atau besaran anggaran yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan;
4. jadwal kegiatan dan/ atau rencana penggunaan anggaran;

dan
5. alamat yang jelas disertai denah lokasi serta susunan

kepengrrrusal.
b. surat pemyataan kesanggupan untuk menyediakan dana

pendamping, apabila diperlukan; dal
c. gambar rencana konstruksi bangunan, foto lokasi rencana atau

dokumen lain yalg sejenis bagi permohonan Hibah untuk hsik/
kontruksi.

(5) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan dan lembaga, selain
dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
permohonan Hibah wajib dilampirkan:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari

pimpinan badar/lembaga dan kepala kesekretariatan
badan/lembaga atau sebutan lain yang dipersamakar;

b. fotokopi dokumen pendirian, izin operasional, surat keterangan
terdaftar atau keputusan pengesahan/penetapan yang
diterbitkan oleh pimpinan instansi vertikal atau kepala
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangarnya; dan

c. surat keteranga-n domisili dari kepala desa atau lurah setempat.

(6) Dalam hal permohonan diajukar oleh Organisasi Kemasyarakatan,
selain dilengkapi dokumen sebagaimara dimaksud pada ayat (4),
permohonan Hibah wajib dilampirkan:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yarlg masih berlaku dari

pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan kepata
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kesekretariatan Organisasi Kemasyarakatan atau sebutan lain
yang dipersamakan;

b. fotokopi akta nota.is atau dokumen Iain mengenai pendirian
Orgalisasi Kemasyarakatan yang mengajukan permohonart
Hibah;

c. fotokopi bukti kontrak sewa gedung/bargunan, bagi Organisasi
Kemasyarakatan yang gedung/bangurlar kantor/ sekretaJiatnya
menyewa;

d. surat keterargan domisili dari kepala desa atau lurah yang
diketahui oleh camat setempat; dan

e, fotokopi keputusan pengesahan pendirian sebagai badan
hukum Indonesia.

Pasal 9

(1) Bupati mendisposisi permohonan Hibah sebagaimara dimaksud
dalam Pasal a ayar 12) kepada Dinas Kesehatan untuk selanjutnya
dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.

(2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
bertujuan untuk:
a. mengetahui keterkaitan usulan kegiatal yang diajukan dengan

pencapaian sasaran Program, Kegiatan dan sub KeBiatan
Pemerintah Daerah;

b, mengetahui kesesuaian antara isi proposal beserta dokumen
kelengkapan dengan keadaan yang sesungSuhnya;

c. mengetahui kesesuaian secara teknis permohonan Hibah
dengan petunjuk teknis, bisa direa.lisasikan dan bermanfaat
bagi penerima Hibah;

d. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatal dan bahan
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan dengan jenis kegiatan yang diajukan;

e. memastikan bahwa permohonan hibah yang diajukar tidak
untuk membiayai kegiatan rutin kantor, untuk Hibah dalam
bentuk uang;

I memastikan keberadaan badan dan lembaga atau Organisasi
Kemasyarakatan yang mengajukan permohonan Hibah;

g. memastikan domisili/ alamat sekretariat dari badan dan
Iembaga atau Orgalisasi Kemasyarakatan tela}l sesuai dengan
yang tercantum dalam proposal yang diajukan;

h. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan Hibah belum
dilaksanakal oleh calon penerima Hibah dan Hibah yang
diterima tidak digunakal untuk membayal hutang, unfuk
Hibal dalam bentuk uang;

i. menjamin dokumen yartg ditampirkan da-tam permohonan Hibah
telah scsuai dengan ketcntuan yang bcrlaku; danj. memastikan bahwa Pemohon tidat pernah menerima Hibah
secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(3) Apabila berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
permohonan Hibah belum benar dan/ atau belum lengkap, Dinas
Kesehatan mengembalikan permohona-n Hibah kepada Pemohon
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.

(4) Terhadap pengembalian permohonan Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pemohon harus menyampaikan kembali permohonan
Hibah yang telah dibefukan dan/ atau dilengkapi kepada Dinas
Kesehatan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari keda sejak
tanggal pengembalian permohonan.

(5) Apabila Pemohon tidak menyampaikan kembali permohonan Hibah
dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Dinas Kesehatan menyampaikal surat penolakan kepada
Pemohon.

(6) Apabita berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
permohonan Hibah beserta kelengkapannya telah benar dan
lengkap, Dinas Kesehatan selanjumya melalsanakan verifikasi
guna mengetalui kesesuaian antara isi proposal dan kebenaran
dokumen kelengkapan persyaratan permohonan Hibah dengan
keadaal yang sebenarnya.

(7) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
permohonal Hibah tetah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
maka hasil evaluasi dan verihkasi tersebut disampaikan oleh
kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati melalui TAPD dalam bentuk
rekomendasi.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi
keterangan mengenai hasil evaluasi dal verifikasi terhadap
permohonan Hibah dengan disertai kesimpulan tentang
persetqjuan atau penolakan permohonan Hibah berikut besaran
Hibah yang direkomendasikan untuk diberikan kepada Pemohon.

(9) TAPD memberikan pertimbangan terhadap rekomendasi yang
disetujui oleh Di-nas Kesehatan sebagaimana dima.ksud pada ayat
(8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah,

(1O) Apabila berdasarkar pertimbangan dari TAPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) permohonan Hibah yang diajukan tidak
dapat disetujui, maka TAPD mengembalikan p€rmohonan beserta
kelengkapannya kepada Dinas Kesehatan untuk dikembalikarr
kepada Pemohon Hibah dengan disertai a.lasan penolakannya.

Pasal 10

Terhadap permohonan Hibai yarg diajukan oleh badan dan lembaga
yang bersumber dari darra Pemerintal Pusat dan/ atau Pemerintah
Provinsi maupun kegiatan yang telah diprogramkan/direncanakan,
ditaksanakan dan/atau didarai bersama-sama berdasarkan persetujuan
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darr kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, dapat diberikan Hibah sesuai
petunjuk/ pedoman pelalsanaar yarg dikeluarkar oleh pemberi dana,
Pemerintal Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

(t) Rekomendasi dari kepala Dinas Kesehatan dan pertimbangan dari
TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayar (71 dan ayat (9)
menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam
rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas darl plafon
anggaran sementara (PPAS).

(2) Pencantuman alokasi anggaral sebagaimara dimaksud pada ayat
(1), meliputi anggaran Hibah dalam bentuk uang, barang dar/atau
jasa.

Pasal 12

(1) Hibah da.lam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dicantumkan
dalam RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan
perundang-uldangal.

Pasal 13

(1) Hiban da-lam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan pada kelompok
belanja operasi pada Dinas Kesehatan yang diformulasikal ke
dalam Program, Kegiatan dan sub Kegiatar, yang diuraikan ke
dalam jenis belanja hibah.

(2) Objek belanja Hibah dar rincian objek belanja Hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemerintah Pusat;
b. badar dan lembaga; dan
c. Orgarisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Daftar penerima Hibal dicantumkan dalam uraian rincian objek
belanja RKA-SKPD.

Pasal 14

(1) Daftar nama penerima, alamat penerima dar
volume Hibah dicaltumkan dalarn Peraturan
Penjabaran APBD.

besaran/ jenis/
Bupati tentang

(2) Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran/ jenis/ volume Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan alokasi arggaran di kebijalan umum APBD (KUA) dar
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prioritas dar plafon anggaian sementara (PPAS) beserta
rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan pertimbangan TAPD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAA N

Pasal 15

Pelaksanaan anggaran Hibal dalam bentuk uang, bararg, dan/atau jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16

(1) Setiap pemberian Hibah dituangkar dalam NPHD
ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan/
penerima Hibah.

dal
kepala

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas
Kesehatan.

(3) Kewenangan penandatanganan Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilimpahkar oleh Bupati kepada kepala Dinas
Kesehatan atau pejabat lainnya ya]]g ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:
a. pemberi dal penerima Hibah;
b. tujuan pemberian Hibah;
c. besaran/rincian penggunaan atau jenis dan volume Hibah yang

akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran dalarn bentuk uang atau penyerahan

Hibah dalam bentuk barang/jasa; dan
I tata cara pelaporan darr pertanggungiawaban Hibah.

Pasal 17

(1) Penerima dar besaran penerimaan Hibah datam bentuk uang atau
jenis dan volume barang/jasa yang akan dihibahkan, ditetapkan
dengan Keputusan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Rarcarrgan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
diajukan oleh kepala Dinas Kesehatan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang berisi
pemberian Hibah dalam bentuk uarg, dapat menetapkan pencairan
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Hibah secara bertahap dengan memperhatikan ketersediaar kas
(angqaran kas) Dinas Kesehatan.

(4) Keputusar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

(5) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada
penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(6) Pencairar Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme
LS.

Pasal 18

(l) Permohonan pencairan Hibah dalam bentuk uarg diajukan oleh
penerima Hibah kepada Dinas Kesehatan.

(2) Permohonan pencairan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana
dimalrsud pada ayat (1), disertai kelengkapan administrasi terdiri
atas:
a. surat penga-ntar permohonar pencairar dari penerima Hibah;
b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran

Penerimaan Hibah;
c. NPHD;
d. rencana penggunaan dana Hibah;
e. berita acara evaluasi dan verihkasi permohonan Hibah oleh Tim

Verihkasi Dinas Kesehatan;
f. surat pemyataar tanggung jawab proposal atas permohonan

Hibah oleh Kepala Dinas Kesehatan;
g. fotokopi Kartu Tarda Penduduk (KTP) pimpinan/ kepala dan

bendahara badan/tembaga penerima Hibah yang masih berlaku,
dilegalisir pejabat yang berwenang;

h. fotokopi buku tabungan di bank atau rekening bank atau
rekening giro bulan be{alan atas penerima Hibah yang
dilegalisir oleh pejabat bank yang berwenang;

i. surat kuasa bermeterai cukup diketahui kepala desa atau lurah
dan camat setempat, apabila yalg menandatangari kwitansi
dan NPHD bukan pimpinan/ kepala dan bendahara badan/
lembaga penerima Hibafi ;j. pakta integritas penerima Hibah;

k. asli surat panggilan pena.ndatanganan kuitansi tanda terima
dana atau pemberitahuan penerimaan Hibal; dan

1. laporan penggunaan darla atas penerimaan Hibah tahun
sebelurnnya atau surat pernyataan belum pemah menerima
hibah pada tahun sebelumnya bagi calon penerima yarg betum
pernah memperoleh Hibah.

(3) Pencairan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Hiba_h serta
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dilengkapi dengan kuitansi yang ditandatangani oleh penerima
Hibah dan kuitansi dinas.

(4) Bendahara Pengeluaran berdasarkal SPD dan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Penerima dan Besaran penerimaan Hibah
menerbitkal SPP-LS dilengkapi dengan dokumen tain yang terdiri
dari:
a. surat pengantar SPP-IS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SpD; dan
d. persyaratan pencairan sebagaimala dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3).

(s)

(6)

Penelitian terhadap kelengkapan dokumen Spp-LS sebagaimana
dimal<sud pada ayat (4) dilakukan oleh PPK-SKPD.

Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dinyatakan lengkap dan sah, PA atau KPA menerbitkan SpM.

(7) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, ppK-SKpD
mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara pengeluaran
untuk dilengkapi atau dibetutkan/diganti.

(8) Dalam hal PA atau KPA berhalangan, yang bersangkutar dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SPM.

(9) PA atau KPA menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SpD; darr
d. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan Besarar

Penerimaan Hibah.

(1O) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SpM, jika dinyatatar lengkap,
maka Kuasa BUD menerbitkan Sp2D paling lambat 2 (dua) hari
kerja sejak pengajuan SPM diterima.

(1 1) Kuasa BUD menyeralkan SP2D kepada bank dan selarjutnya bank
mendistribusikan dana kepada penerima Hibah dengan cara
pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Hibah.

(
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Pasal 19

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Hibal harus sesuai
dengan proposal kegiatan yalg diajukan dalam permohonar Hibah
yarg telah disetujui Dinas Kesehata:r.

(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan proposal
kegiatan yang diajukan, ma_ka penerima Hibah terlebih dahulu
harus mendapatkan persetujuan dari Tim Evaluasi dan Verifrkasi.

(3) Tim Evaluasi dan Veriirkasi memberikan persetujuan perubahan
kegiatal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan
berita acara evaluasi dan verihkasi perubahan kegiatan.

Pasa.l 20

(1) Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan dalam rangka
pemberian Hibah dalam bentuk barang dal/atau jasa dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyerahan barang dan/atau jasa dalam rangka pemberian Hibah
dalam bentuk barang/ jasa dituargkan dalam berita acara serah
terima.

BAB V

PEI"APORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

Pasal 21

(1)

(21

(s)

P.enerima Hibah bertarggung jawab secara mutlak secara forma.l
oan matenel atas penggunaan Hibah yang diterimalya.

Kesajiban pembayaran pajak yang timbul akibat F,enggunaanHibah menjadi t3rrqg_""g jawab penerima Hibah sesuai*dengan
ketentuan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Irraruranperundang-undargan.

kp:.Il".p..*3"gg-ungja_wabarl penerima Hibah meliputi:a. Hibah dalam bentuk uang, terdiri aras:l. laporan penggunaan Hibah;2 :y.r"! pemyatqan targgung jawab yang menyatakan bahwaHibah yalg diterima telah digunikai """r^i wpt{O a.r,
proposal yarg telah dievaluasi dan diverifrkasi oleh Tim
Eva.luasi dan Verifikasi Dinas Kesehatan; dan3. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan

. - _.- 
p9rgqran perundaag-undargar.

b. Hibal dalam bentuk barang danlatau jasa, terdiri atas:r. surat pemyatagn tanggung jawab yang menyatakan bahwanroan yang dltenma telal digunakan sesuai NPHD dan
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proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Tim
Evaluasi dan Verikasi Dinas Kesehatan; dan

2. salinan bukti serah terima bararg/jasa.

(4) Penerima Hiba} wajib menyampaikan laporan pertarggungiawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati c.q. kepala
Dinas Kesehatan pating lambat tarBgal 10 Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peratura-n perundang-
undangan.

(5) Berkas asli Laporal pertanggungjawaban penerima Hibal
sebagaimala dimaksud pada ayat (3) huruf a disimpan dan
dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan,

(6) Penerima Hibah yallg tidak menyampaikan laporan
pertanggundawaban da.lam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (a) dikenai sanksi mengembalikan Hibah diterimanya
dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melalui
Dinas Kesehatan.

(7) Penerima Hibah yarg menggunakan Hibah tidak sesuai dengan
NPHD dan proposal yarlg telah diterima oleh Tim darr disetujui oleh
Dinas Kesehatan, dikenai sanksi berupa penolakan terhadap
permohonan Hibah berikutnya yarg diajukan oleh Penerima Hibai.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH
SEI.A.KU PEMBERI HIBAH

Pasal 22

Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah atas pemberial Hibah,
dibuktikan dengarr:
a. proposal dari Pemohon Hibah yang telah dievaluasi dan diverifikasi

dan telah direvisi sesuai hasil verilikasi Tim Evaluasi dan Verifikasi;
b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran

Penerimaan Hibah untuk Hibah dalam bentuk uang atau Keputusan
Bupati mengenai Penetapan Penerima, Jenis dan Votume Hibah
untuk Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa;

c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima Hiban yarlg menyatakan bahwa Hibah

yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dar proposal yang
telah dievaluasi dan diverilikasi oleh Tirn Evaluasi dan Verifrkasi Dinas
Kesehatan, r.mtul( Hibah dalam bentuk uarg; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah da.lam bentuk uang atau
bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian Hibah dalam
bentuk barang dan/ atau jasa.
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(1) Hibah berupa uang, barang, dan/ atau jasa dicatat seba8ai realisasi
belanja Hibah pada jenis belanja hibah dalam program, kegiatan
dan sub kegiatan pada Dinas Kesehatan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima
Hibah sampai dengan alhir talrun alggaral berkenaan, dilaporkan
sebagai persediaan dalam neraca.

BAB VII

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI

Pasal 24

Dalam rargka melakukan eva.luasi dart verifikasi terhadap permohonan
Hibah, kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim Eva.luasi da]n Verifrkasi
pada Bidang Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan,

Pasal 25

Tim Evaluasi dan Verfikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
mempunyai tugas:
a. melaksanakan evaluasi dan verifikasi administrasi dan teknis

terhadap permohonan Hibah;
b. membuat laporan hasil evaluasi dan verihkasi Hibah yang

dituangkan dalam bentuk berita acara hasil evaluasi dan verifikasi
Hibah;

c. menyiapkan surat pernyataar tanggung jawab atas permohonarr
Hibah untuk ditandatangi oleh kepala Dinas Kesehatan; dan

d. menyampaikan berita acara hasil evaluasi dal verifrkasi Hibah
kepada kepa.la Dinas Kesehatan yang merupakar bahan
pertimbangan dan dasar bagi kepala Dinas Kesehatan untuk
memberikar rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(1)

(21

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian Hibah.

Hasil monitoring dal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {I)
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat
Daqah yalg mempunyai tugas dan fungsi metakuka_n pengawasan
terhadap pelal<salaan urusan pemerintahan di Daeralr dan Bagiandi lingkungal Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo y-ang
menartgani administrasi pembangunan.
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(3) Apabila berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penggunaan Hibah yang
tidak sesuai dengan NPHD dan proposal permohonan Hibah yang
telah disetujui oleh Dinas Kesehatan, penerima Hibah yarg
bersangkutan dikenakal sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-I.CIN

Pasal2T

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi dalam pemberian
dan pengelolaan Hibah berupa:
a. surat keterangan terdaftar, surat permohonar da-n formulir isian

penerbitan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5;

b. keputusan pengesahan/penetapan, surat permohonan dan formulir
isian penerbitan keputusar pengesahan/ penetapan sebagaimana
dimaksud daLam Pasal 6;

c, rekomendasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasat 9 ayat (7);
d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran/ jenis/

volume Hibah sebagaimara dimaksud dalam Pasal 14 ayat (l);
e. NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l);
f. berita acara evaluasi dan verihkasi permohonan Hibah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) hurufe;
g. surat pemyataan tanggung jawab proposal atas permohonan Hibah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal i8 ayat (2) huruf f;
h. pakta integritas penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2) hurufj;
i. berita acara serah terima penyeralar Hibah dalam bentuk barang/

jasa sebagaimara dimalsud dalam Pasal 20 ayat (2);
j. laporan penggunaan Hibah dalam bentuk uang sebagaimana

dimaksud da.lam Pasa.l 21 ayat (3) huruf a angka 1; dan
k. surat pemyataan tanggung jawab penerima Hibah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a angka 1 darr huruf b
angka 1;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturar Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang
mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaal dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggundawaban, monitoring dar
evaluasi hibah pada Dinas Kesehatan dari APBD dalam Peraturan
Peraturar Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2O13 tentang Tata Cara
Pengangga-ran, Pelalsanaal dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dar Pelaporan, Monitoring dar Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari
Anggaran Pendapatar dar Betanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 108 Seri E Nomor 45),
sebagaimana telah diubah beberapa kati, terakhir dengan Peraturar
Bupati Purworejo Nomor 3I Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1O8 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dalr Penatauaa-haan, Pertanggungiawaban
dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 31 Seri E Nomor 27),
dicabut dan dinyatat<an tidak *if$ 

rn

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkaa

Agar setiap oralg mengetahuinya, memerintahkar pengundangan
Peraturar Bupati ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal L D...rL.! 2a2,

I BUPATI PURWOREJO

( AGUS BASTI )

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal la D.rrlct 2a21

SEKRETARIS DAERAH PATEN PURWORE.'Ow(
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWORE.JO
TAHUN 2'2i NOMOR 

". 
SERI INOMOR r'I
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